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BAB IV  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

IV.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini, dapat diambil 

kesimpulan bahwa kepengusahaan angkutan harus berbadan hukum 

sebagaimana amanat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun di Kabupaten Serang masih terdapat 

pengusaha angkutan yang belum berbadan hukum. Sedangkan untuk 

pembayaran pajak kendaraan pada angkutan penumpang harus 

mendapatkan izin usaha terlebih dahulu yang melalui perizinan usaha 

berbasis resiko dengan sistem OSS seperti yang diatur dalam Undang-

Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Apabila pemilik usaha tidak 

dapat membayar pajak kendaraannya melewati batas jatuh tempo, maka 

pajak kendaraan tersebut akan mati dan pada Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 Pasal 74 dijelaskan apabila dalam kurun waktu 2 tahun setelah 

tanggal jatuh tempo pembayaran pajak pemilik usaha belum dapat 

membayarnya juga, kendaraan akan dihapus dari daftar registrasi kendaraan 

yang menyebabkan status kendaraan menjadi kendaraan illegal atau 

bodong. 

IV.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah dengan 

mendorong para pemilik usaha angkutan yang belum berbadan hukum untuk 

melakukan peralihan kepemilikan kendaraannya atau angkutan yang dimiliki 

dari perorangan menjadi badan hukum dengan cara terus melaksanakan 

sosialisasi. 
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